


















Penyandang cacat adalah seseorang dengan kondisi tubuh atau secara fisik berbeda dengan orang normal pada umumnya. Mereka juga mempunyai hak yang sama, seperti dalam hal mendapatkan pekerjaan formal atau bekerja di sebuah perusahaan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 28 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat), yang menyatakan bahwa seorang pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja yang ada di perusahaannya. Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik di negara ini, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.  Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan data yang akan diperoleh kemudian diuraikan dan diberikan penafsiran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Terbukti dengan masih banyaknya perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang belum mempekerjakan penyandang cacat. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terlaksanakannya peraturan tersebut, akan tetapi hasilnya masih kurang baik dan maksimal. Upaya dan tindakan memang telah dilakukan oleh pihak Dinsosnaker, seperti dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kurang tegasnya dan berbagai alasan dari pihak Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan tersebut membuat nasib para penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo lebih memilih untuk berwirausaha daripada harus susah-susah mencari pekerjaan secara formal di sebuah perusahaan.





Persons with disabilities is a person with the condition of the body or physically different from normal people in general. They also have the same rights, as in the case of getting a formal job or work in a company. It is described in Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities, which states that an employer must employ at least one (1) Persons with disabilities who meet the qualification requirements of positions and jobs as workers on their employer for every 100 (one hundred) workers who in the company. Implementation of the above regulations shall be enforced and executed well in this country, especially in Sidoarjo. The purpose in this study to determine how to deploy Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities in Sidoarjo. This type of research is descriptive qualitative research, which lays out the data that will be obtained later elaborated and given the appropriate interpretation of the problems in this study. Information of collection techniques in this research using interview techniques, observation and documentation techniques. The research focus is on the implementation and the efforts made by the government regarding Article 28 of Regulation Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities in Sidoarjo. Based on the results of the study showed that the implementation of Article 28 of the Regulation of Social Improvement Efforts with Disabilities in Sidoarjo not run properly. Proved by many companies in Sidoarjo who have hired people with disabilities. Government in this case represented by Dinsosnaker Sidoarjo regency is the party responsible for the regulation terlaksanakannya, but the results are still not good and max. Efforts and measures has indeed been done by the Dinsosnaker, such as by way of supervision and guidance to the company in Sidoarjo. A lack of traction and the reasons of the Dinsosnaker in enforcing the regulation makes the fate of persons with disabilities in Sidoarjo prefer to entrepreneurship rather than having to bother to find formal employment at a company.









Setiap manusia dilahirkan dengan hak asasi yang sama. Hak asasi tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan secara mutlak kepada manusia. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapat keadilan dan perlakuan yang sama, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak-hak lainnya. Hak-hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. 
Diantara hak asasi manusia (HAM) yang diakui di Indonesia melalui konstitusionalnya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan dan mendapat imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 huruf (d) ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan Pasal ini maka setiap orang yang lahir mempunyai hak asasi manusia yang sama, termasuk hak untuk mendapat pekerjaan, baik itu orang dengan kondisi fisik dan mental yang normal maupun orang dengan kondisi fisik dan mental yang tidak normal atau disebut dengan penyandang cacat. 
Pada Pasal 28 huruf (d) ayat (2) UUD NRI ini dijelaskan bahwa tidak adanya diskriminasi bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan, sekalipun orang tersebut adalah seorang penyandang cacat. Pengaturan mengenai tidak adanya diskriminasi bagi para tenaga kerja khususnya penyandang cacat yang telah bekerja di sektor formal juga dijelaskan di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isi daripada Undang-Undang tersebut adalah dimana setiap tenaga kerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pihak perusahaan untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini juga berlaku bagi para penyandang cacat yang ingin memperoleh pekerjaan di sebuah perusahaan. 
Pembahasan mengenai diskriminasi di bidang ketenagakerjaan juga menjadi bagian di dalam hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang cacat dalam hal memperoleh pekerjaan di sektor formal. Pengaturan mengenai hak asasi tersebut diatur di dalam Pasal 38 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU HAM tersebut menjelaskan bahwa seorang penyandang cacat pun berhak untuk memperoleh pekerjaan secara formal tanpa adanya diskriminasi atau pembeda dari orang yang normal. 
Implementasi dari Pasal 28 huruf (d) ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 205 Tahun 1995. Kedua indikator pelaksanaan Undang-Undang Penyandang Cacat tersebut merupakan dua kebijakan pokok yang memperhatikan penyandang cacat. Sedangkan untuk pasal yang mengatur mengenai ketenagakerjaan bagi penyandang cacat tentang ketentuan kuota 1 banding 100 yang diberikan oleh pengusaha atau pihak perusahaan bagi tenaga kerja penyandang cacat terdapat di Pasal 28 PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Isi dari pasal tersebut berbunyi: 
“Pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.”
Pasal tersebut menyatakan bahwa pengusaha atau pihak perusahaan harus mempekerjakan setidaknya satu orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pekerja.
Pengaturan mengenai kualifikasi penerimaan penyandang cacat di dalam sebuah perusahaan diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di dalam Pasal 14 UU Penyandang Cacat tersebut menyebutkan bahwa:
 “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan”. 
Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa kesempatan dan perlakuan yang sama adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap orang, baik itu orang normal maupun penyandang cacat. Pengaturan mengenai hal tersebut juga dipertegas dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang terbukti melanggarnya. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menetapkan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Namun, peraturan tersebut belum digunakan untuk memberikan pengaruh pada ketenagakerjaan penyandang cacat, sehingga peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan amanat yang ada. Penyandang cacat yang mempunyai masalah secara fisik juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan sama dengan orang normal. Penerimaan penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan tersebut disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan serta pendidikan juga kemampuannya. Di dalam Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyatakan bahwa ”Pengusaha harus mempekerjakan sekurang‑kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya”. 
Penjelasan atas PP tersebut adalah di dalam sebuah perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 (seratus) orang karyawan, maka dari seratus tadi setidaknya harus ada 1 (satu) orang karyawan penyandang cacat. Hal ini sebagai perwujudan bahwa penyandang cacat mempunyai hak yang sama dengan orang normal untuk dapat bekerja di sektor formal atau di dalam sebuah perusahaan.
Pemerintah memang telah memperhatikan hak-hak penyandang cacat termasuk juga dalam hal bekerja, namun pada kenyataanya peraturan-peraturan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Para penyandang cacat bukannya tidak bisa bekerja, tapi mereka tidak diberi kesempatan sehingga tak bisa bekerja. Orang yang cacat bukan karena kehendaknya tetapi merupakan kehendak Tuhan dan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. 
Ketika ada seorang penyandang cacat tak bisa melihat tetapi dia bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berbuat apa saja dengan tangannya, otaknya sehat, dan sebagainya, seharusnya diberi kesempatan untuk bisa bekerja di sektor formal atau bekerja di sebuah perusahaan. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini yang menolak atau tidak memberi kesempatan bagi para penyandang cacat yang ingin bekerja di sektor formal. Hal yang harus dilakukan pemerintah kepada orang-orang penyandang cacat adalah memberikan motivasi, harapan, kesempatan dan aksebilitas atau kemudahan, agar semua perusahaan swasta dan kantor pemerintah bisa memberikan kuota untuk penyandang cacat bekerja. Karena di setiap perusahaan pasti ada jenis pekerjaan yang cocok untuk orang yang tidak bisa melihat, orang tidak berjalan, tidak mendengar dan sebagainya.​[1]​
Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Tahun 2012 jumlah penyandang cacat di Indonesia berjumlah 6.008.640 penyandang cacat. Data ini menunjukkan bahwa angka Penyandang cacat di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di Jawa Timur yang menempati posisi ketiga setelah Jawa Barat dengan jumlah penyandang cacat 983.340 jiwa. Penyandang cacat secara nasional berjumlah 6.008.640 jiwa, dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya. 
Berdasarkan data dan informasi tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang penyandang cacat dalam bidang ketenagakerjaan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kabupaten Sidoarjo”.

Rumusan Masalah 
1.	Bagaimana pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo?
2.	Bagaimana upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo untuk menegakkan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo?
Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo.
2.	Untuk mengetahui upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk menegakkan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan data yang akan diperoleh kemudian diuraikan dan diberikan penafsiran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian memberikan deskripsi atau gambaran tentang bagaimana pelaksanaan Pasal 14 UU Penyandang Cacat  jo. Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo, apakah sudah terlaksana atau belum, dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinsosnaker untuk menegakkan Pasal 14 UU Penyandang Cacat  jo. Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Data yang dibutuhkan akan langsung dicari dengan cara turun langsung ke lapangan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan pelaku, mengamati gejala, dan kemudian mencatatnya dalam buku hasil observasi. Hasil penelitian akan mendeskripsikan tentang penegakan Pasal 14 UU Penyandang Cacat jo. Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di daerah Kabupaten Sidoarjo.
Informan
Informan merupakan pihak yang menjadi objek untuk memperoleh suatu informasi dan atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain :
a.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo 
Dinsosnaker sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya Pasal 14 UU Penyandang Cacat jo. Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Tugas pokok fungsi dari Dinsosnaker sendiri adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyidikan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga memberikan kesempatan bagi seseorang termasuk penyandang cacat fisik untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Informan dalam hal ini diwakili oleh kepala seksi pengawasan dan kepala seksi bidang sosial di Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo. Informan akan ditanya mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, apakah telah memenuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam mempekerjakan penyandang cacat di sektor formal.
b.	Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Sidoarjo
Informan lain dalam penelitian ini adalah Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo yang diwakili oleh ketua perkumpulan. Penentuan dipilihnya Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo sebagai salah satu informan karena perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang masih cukup aktif bagi para penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo. Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo juga masih memiliki koneksi atau dinilai baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bagi para penyandang cacat khususnya penyandang tuna daksa.
c.	PT. Cita Rasa Sukses
Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dengan jumlah tenaga kerja seratus orang atau lebih. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau produksi makanan dan minuman yang ada di Kecamatan Waru. Adapun perusahaan yang menjadi sumber penelitian adalah PT. Cita Rasa Sukses. Perusahaan yang terletak di Pergudangan Surya Inti Permata No. 8, Waru tersebut bergerak di sektor produksi bumbu dan bahan tambahan untuk berbagai jenis makanan. Dipilihnya perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan besar yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan makanan besar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Alasan lain dipilihnya perusahaan tersebut adalah karena menurut informasi dan data yang diperoleh di Dinsosnaker, bahwa pernah terdapat laporan dari seorang penyandang cacat yang pernah ditolak untuk bekerja pada perusahaan tersebut pada tahun 2011. Penelitian dan observasi yang dilakukan di perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah telah menjalankan Pasal 14 UU Penyandang Cacat jo. Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo, ataukah belum melaksanakan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan hasil dan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Informasi dan data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait masalah pelaksanaan Pasal 28 Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Data dan informasi tersebut diperoleh dari wawancara dan penelitian diantaranya:
1.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo selaku penanggung jawab atas terlaksananya pasal 	28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Penelitian dilakukan pada tanggal 7 dan 13 Juli 2015. Data dan informasi yang diperoleh di Dinas Sosial diwakili oleh Ibu Kustantini selaku kepala seksi penyuluhan dan pengawasan kesejahteraan sosial, serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja diwakili oleh Ibu Dian selaku kepala seksi pengawasan.   
2.	PT. Cita Rasa Sukses sebagai perwakilan dari salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang harus melaksanakan pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Penelitian dilakukan pada tanggal 29 Juli 2014, yang diwakili oleh Ibu Dewi selaku personalia di PT. Cita Rasa Sukses. 
3.	Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo, sebagai subjek dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Juli 2015, yang diwakili oleh Pak Bambang Setiabudi selaku ketua Lembaga Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo
Ketiga tempat yang menjadi sumber penelitian tersebut memliki tugas dan peran masing-masing untuk menjelaskan dan memberikan informasi terkait Pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Titik berat dalam penyelesaian masalah tersebut adalah mengenai pelaksanaanya. Peran serta pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan ketiga sumber penelitian yang ada harus berjalan dengan baik dan benar.
1.	Pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo
Setiap Perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo harus mentaati dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu ketentuan perundang-undangan tersebut adalah ketentuan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu yang mengharuskan setiap perusahaan yang berdomisili hukum di Indonesia untuk mempekerjakan sekurang‑kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya. Bagi penyandang cacat yang melamar di sebuah perusahaan, Pihak perusahaan tersebut haruslah memperhatikan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, akan tetapi disini pekerja yang berstatus sebagai penyandang cacat haruslah memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Setiap Badan Hukum yang ada di Indonesia haruslah menerapkan semua ketentuan pemerintah yang telah dibentuk dalam sebuah perundang-undangan yang berlaku umum, termasuk Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat kedalam peraturan perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk menjalankan perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan cara wawancara salah satu perwakilannya yaitu ibu Dian selaku kepala seksi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 juli 2015. Data dan penjelasan juga yang diberikan oleh Ibu Kustantini selaku kepala seksi penyuluhan dan pengawasan di Dinas Sosial yang dilakukan pada tanggal 13 juli 2015.  Wawancara juga diwakili oleh ibu Dewi selaku personalia di PT. Cita Rasa Sukses, yang dilakukan pada tanggal 29 juli 2015. Penelitian dan wawancara juga dilakukan di Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo, diwakili oleh Bapak Bambang Setiabudi selaku ketua Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo pada tanggal 30 juli 2015. 
2.	Upaya Pemerintah dalam Hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk Menegakkan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan UU Penyandang Cacat yakni pada Pasal 16 disebutkan mengenai upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantara upaya tersebut adalah melalui rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Upaya yang dijelaskan tersebut merupakan bentuk perhatian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Kabupaten Sidoarjo kepada para penyandang cacat yang ada. Berdasarkan atas pembahasan yang ada adalah bukan kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada para penyandang cacat, namun pembahasan disini adalah mengenai Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Sosial Penyandang Cacat.
Upaya untuk menegakkan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ini dilakukan melalui beberapa cara dan metode. Cara dan metode tersebut diantaranya adalah melalui sosialisai, pendataan dan pembinaan yang dilakukan kepada pihak perusahaan. Beberapa upaya tersebut dapat disebutkan dalam hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
 
Pembahasan
Pembahasan merupakan bentuk penjabaran dan definisi yang diberikan dan dipaparkan oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Peran serta dari pihak-pihak yang terkait dengan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo sangatlah penting. Para pihak tersebut adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, para pengusaha atau pemilik perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan para penyandang cacat itu sendiri. Setelah data dan informasi diperoleh kemudian diolah di dalam pembahasan ini. 
1.	Pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo
Ketentuan bahwa penyandang cacat harus mendapatkan pekerjaan merupakan representasi dari HAM, yang merupakan perwujudan dari hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai hak dasar, mendapatkan pekerjaan bagi penyandang cacat adalah amanat bagi pemerintah terkait, yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mewujudkannya. Kesamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf (d) ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan landasan utama yang kemudian dijabarkan kembali dalam Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Pihak perusahaan atau pengusaha juga memiliki peran dalam hal ini sebagai pihak yang harus melaksanakan peraturan pemerintah tersebut. Pemberian kesempatan bagi penyandang cacat untuk dapat bekerja di sektor formal tersebut juga mencakup mengenai klasifikasi dan derajat kecacatan dari penyandang cacat itu sendiri. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat di Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya kesamaan di hadapan hukum bagi penyandang cacat dengan orang normal dalam mendapatkan pekerjaan.
Pentingnya kesamaan di hadapan hukum bagi penyandang cacat dalam mendapatkan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan di Kabupaten Sidoarjo. Menurut hasil yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdapat 3 (tiga) perusahaan besar di Kabupaten Sidoarjo yang telah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Ketiga perusahaan tadi mendapatkan apresiasi dari Pemerintah berupa pemberian penghargaan dan piagam pada tahun 2009.
Pemerintah telah menetapkan pengaturan tersebut di dalam Undang-Undang, yakni pada Pasal 27 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Adanya pemberian dan perhatian dari pemerintah bagi pihak yang telah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari adanya sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar peraturan perundang-undang tersebut, namun karena kurang tegasnya pihak yang bertanggung jawab atas peraturan perundang-undangan tersebut membuat masih banyaknya perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang cacat khususnya di Kabupaten Sidoarjo.
Hal tersebut bisa dilihat dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Perusahaan yang dalam isinya mengharuskan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Di Propinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Pasal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, melakukan pendataan terkait pelaksanaan Pasal tersebut secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan hasil pendataan tersebut kepada Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Binalatpendagri.
menurut data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo hanya ada 3 (tiga) perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil hingga menengah yang telah mempekerjakan penyandang cacat. ketiga perusahaan besar tersebut antara lain PT. Mediapharma di Kecamatan Candi, PT. Maspion I dan II di Kecamatan Gedangan, dan di PT. UBM Kecamatan Waru. Berdasarkan data tersebut berarti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan sesuai amanat selaku penanggung jawab atas peraturan perundang-undangan tersebut.
Salah bukti yang menunjukkan ketentuan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, adalah bahwa masih terdapat perusahaan di Kabupaten Sidoarjo yang tidak melaksanakannya. Salah satu contoh dari Perusahaan tersebut adalah PT. Cita Rasa Sukses yang bergerak di bidang produksi makanan khususnya bumbu untuk makanan instan. Secara jelas dan gamblang pihak perusahaan menyatakan bahwa diantara tenaga kerja yang berjumlah 150 (seratus lima puluh), sama sekali tidak ada penyandang cacat yang dipekerjakan.
Seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, bahwa seorang pengusaha atau perusahaan baik itu swasta atau negeri harus mempekerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari 100 (seratus) orang tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Bisa dikatakan bahwa PT. Cita Rasa Sukses telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut, karena dari 150 orang tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut tidak ada satupun tenaga kerja penyandang cacat. Seharusnya pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan sanksi kepada pihak perusahaan seperti yang tercantum di dalam pasal 28 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Kenyataan dilapangan sanksi yang tercantum di dalam undang-undang tersebut tidak diberikan pada pihak yang melakukan pelanggaran. Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo hanya memberikan pembinaan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut tanpa memberikan sanksi seperti yang tercantu di dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berbagai alasan diberikan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengenai peraturan perundang-undangan tersebut. Alasan tersebut seperti karena masalah perusahaan adalah masalah ekonomi yang melibatkan banyak pihak di dalamnya, dan apabila sanksi tersebut diberikan maka akan memberikan pengaruh bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut.  
Pihak perusahaan sendiri berdalih bahwa perusahaannya telah mengandalkan mesin sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja terlalu banyak, apalagi dari penyandang cacat. Padahal ketentuan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat secara jelas menyatakan bahwa “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang‑kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya”. Selain itu, dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan bahwa “Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat”.
Pada Pasal tersebut terdapat kata “harus” yang menunjukkan bahwa perusahaan baik butuh atau tidak, memiliki kewajiban untuk mempekerjakan penyandang cacat. Mempekerjakan penyandang cacat tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan merupakan keharusan, apapun alasannya. Tidak hanya itu, pihak perusahaan PT. Cita Rasa Sukses menyatakan bahwa mempekerjakan penyandang cacat hanya akan menurunkan kinerja perusahaan. 
Kembali kepada ketentuan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat tersebut, maka alasan pihak perusahaan tidak dapat dibenarkan. Karena semua pengaturan mengenai penerimaan penyandang cacat untuk dapat bekerja di sebuah perusahaan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Alasan pihak perusahaan PT. Cita Rasa Sukses untuk tidak memperkejakan tenaga kerja dari penyandang cacat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, melainkan juga tidak dapat dibenarkan secara konsep ketenagakerjaan. 
Hal tersebut bisa dilihat dari perusahaan lain yang kegiatan produksinya tetap bisa berjalan kendati mempekerjakan penyandang cacat. PT. First Mediapharma yang berada di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi salah satu contoh perusahaan yang telah melaksanakan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejateraan Sosial Penyandang Cacat. Perusahaan tersebut pada tahun 2009 telah mempekerjakan 80 penyandang cacat dan kegiatan produksi serta kinerja dari perusahaan tersebut tidak terganggu sama sekali melainkan bisa terus berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang cacat masih bisa dipekerjakan dengan baik dan tetap bisa diajak untuk mencapai tujuan usaha dengan baik. Apalagi jika penyandang cacat mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tertentu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo masih belum mendapatkan haknya untuk dapat bekerja di Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat kendati memiliki pendidikan tinggi dan kemampuan untuk bekerja. Selain tidak ada dukungan dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Kabupaten Sidoarjo, juga ditambah dengan acuhnya perusahaan terhadap penyandang cacat. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  sebagai penaggungjawab pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat tidak memperhatikan ketentuan tersebut. 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  bahkan membenarkan anggapan perusahaan bahwa penyandang cacat tidak dapat bekerja di perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang giatnya pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan terkait dengan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Kabupaten kepada penyandang cacat supaya dapat bekerja di Perusahaan guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat juga menjadi salah satu alasan yang bisa dikatakan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  kurang memperhatikan peraturan pemerintah tersebut. 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja justru melakukan pelatihan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan yang mengarahkan supaya penyandang cacat bisa berwirausaha sendiri dan tidak bekerja di perusahaan. Sebagaimana diakui oleh Ketua Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo, bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  secara jelas menyarankan kepada penyandang cacat untuk berwirausaha secara mandiri. Hal ini yang lebih sering ditekankan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja , bukan memberi pelatihan dan pembinaan supaya penyandang cacat dapat bekerja di perusahaan guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.
2.	Upaya Pemerintah dalam Hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk Menegakkan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo
Pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat membutuhkan beberapa tindakan dan upaya untuk mewujudkannya. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Bentuk upaya tersebut seperti yang telah dijelaskan pada pasal 16 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berupa :
1.	Rehabilitasi, dimaksudkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. 
2.	Bantuan sosial, diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
3.	Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
Penjelasan atas upaya yang ada di Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup penyandang cacat, tanpa terkecuali dalam hal memperoleh pekerjaan di sektor formal. Hal tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat yakni berupa pemberian kesempatan untuk dapat bekerja di sektor formal.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Kabupaten Sidoarjo guna melaksanakan ketentuan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi, pendataan, dan pembinaan terhadap perusahaan dan melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan terkait dengan pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Akan tetapi jika dilhat dari pernyataan sebelumnya, bahwa hanya ada 3 (tiga) perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil hingga menengah yang telah mempekerjakan penyandang cacat, menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Pentingnya sosialisasi secara berkala sesuai amanat peraturan perundang-undangan perlu dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. 
Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan Pasal 4 UUKS yang menentukan “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Artinya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  sebagai alat negara mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat dan memberikan tindakan kepada Perusahaan yang mempersulit pengawasan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Alasan bahwa “Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  terkendala dengan beberapa hal yaitu masalah ijin dari pihak perusahaan kepada perwakilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang akan melakukan sosialisasi” adalah alasan yang dibuat-buat. Hal ini terlihat dari langkah dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang tidak aktif dalam melakukan pendataan terhadap pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  tidak secara aktif melakukan pendataan, melainkan hanya menunggu laporan dari perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melapor. 
Padahal pendataan harus dilakukan oleh Disnaker sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan sebagaimana sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Terhadap perusahaan yang tidak memberikan laporan hanya diberikan pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan karena pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Padahal jika melihat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Penyandang Cacat menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Perusahaan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggungjawab terlaksananya Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat masih belum menguasai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Hal ini tentu menghambat pelaksanaannya di lapangan.





Berdasarkan pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.	Pelaksanaan Pasal 28 PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat belum terlaksana dengan baik dan benar, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil penelitian, menjelaskan bahwa masih banyak penyandang cacat yang memilih bekerja di sektor in-formal dibandingkan bekerja di sektor formal. Penolakan dan alasan yang diberikan oleh pihak perusahaan bagi para penyandang cacat yang ingin melamar pekerja di suatu perusahaan menjadi salah satu alasannya.
Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo juga terkesan kurang memperhatikan masalah ini. Alasan masih banyaknya permasalahan ketenagakerjaan dan sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo membuat pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan. Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat.
2.	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pelaksanakan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo secara preventif antara lain :
a.	Sosialisasi, hal tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo selaku pihak yang harus melaksanakan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat agar member kesempatan atau membuka lowongan pekerjaan bagi para penyandang cacat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Para penyandang cacat juga harus mendapatkan sosialisasi tersebut, tujuannya agar mereka tau bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bekerja di sektor formal 
b.	Pendataan, langkah ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk mengetahui informasi dan data yang dimiliki oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidaorjo, apakah telah melaksanakan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ataukah belum melaksanakan.
c.	Pembinaan, langkah tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bagi perusahaan yang belum melaksanakan. Pembinaan ini dimaksudkan agar kedepannya pihak perusahaan memberikan kesempatan bagi para penyandang cacat untuk bisa bekerja di sektor formal di sebuah perusahaan. 
Upaya preventif tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai amanat. Setelah upaya preventif dilakukan dan tidak ada hasil maka diperlukan adanya upaya represif, yakni berupa pemberian sanksi pidana dan administratif juga perlu diberikan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran atas Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,00, seperti yang tercantum di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. 
Kurang tegas dan kuatnya sanksi pidana dan administratif tersebut membuat masih banyaknya perusahaan di Kabupaten Sidoarjo belum melaksanakan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dapat dikatakan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Saran
Berdasarkan dari pembahasan atas permasalahan di atas, maka diberikan saran sebagai rekomendasi atas penyelesaian Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Saran tersebut antara lain:
1.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat harus lebih aktif dalam melakukan sosialiasi dan pendataan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Sosialisasi tersebut juga perlu diberikan kepada para penyandang cacat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pembinaan kepada pihak perusahaan yang terbukti melanggar juga perlu ditingkatkan lagi dengan pemberian sanksi pidana dan administratif agar pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dapat berjalan baik dan sesuai amanat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo. 
2.	Bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya PT. Cita Rasa Sukses agar melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya mengenai pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dengan cara membuka kesempatan bagi para penyandang cacat untuk dapat bekerja di sektor formal atau di sebuah perusahaan. Peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati, dan akan ada sanksi pidana serta administratif bagi yang melanggarnya.
3.	Para penyandang cacat yang tergabung di asosiasi atau yang tidak tergabung di dalam suatu asosiasi penyandang cacat di seluruh Kabupaten Sidoarjo juga harus ikut aktif dan mengetahui tentang pelaksanaan Pasal 28 PP Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Karena peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan bagi para penyandang cacat yang juga memiliki hak sama dengan orang normal dalam memperoleh pekerja di sektor formal. Apabila para penyandang cacat tersebut telah mengetahui dan memahami akan tetapi pemerintah dan perusahaan belum melaksanakannya dengan baik dan sesuai amanat, maka para penyandang cacat tersebut berhak untuk melakukan tindakan berupa pelaporan ataupun menuangkan apresiasi mereka melalui demonstrasi agar hak para penyandang cacat tersebut dapat terpenuhi dan terlaksana.
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